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PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penelitian ini Sesuai dengan
Surat Keputusan Bersama (SKB) dua menteri, yaitu Menteri Agama Republik
Indonsia No. 158/1997 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaaan dan No.0543
b/U/1987 Tertanggal 12 Januari 1988. Transliterasi tersebut digunakan untuk
menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia.
Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat
dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) secara garis

besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut:

A Konsonan Tunggal
No. Huruf Nama Nama Keterangan
Arab Latin Latin
1. | Alif - Tidak dilambangkan
2. - ba’ B :
3. < ta’ T -
4. < sa' $ s dengan titik di atas
5. z Jim J -
6. z ha' h ha dengan titik di bawah
7 ¢ kha’ Kh -
8. 2 Dal D -
9. 3 Zal Z zet dengan titik di atas
10. B ra’ R -




11. J Zai z -
12. o Sin S -
13. B Syin Sy -
14, o Sad $ es dengan titik di bawah
15. ) Dad d de dengan titik di bawah
16. L ta’ t te dengan titik di bawah
17. L za’ z zet dengan titik di bawah
18. & ‘ain ’ koma terbalik di atas
19. ¢ Gain G -
20. - fa’ F -
21. ] Qaf Q -
22. 4 Kaf K -
23. J Lam L -
24, 2 Mim M I
25. ) Nun N -
26. 5 Waw w -
27. -2 ha’ H -
28. 3 Hamzah ) Apostrop
29. ] ya’ Y -
B. Konsonan Rangkap, termasuk tanda Syaddah, ditulis lengkap.
4deal : ditulis Azmadiyyah
C. Ta’ Marbutah
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1. Transliterasi Ta’ Marbutah hidup atau dengan harakat, fathah,

kasrah, dan dammah, maka ditulis dengan “t” atau “h”.

contoh: hill 58 : Zakat al-Fitri atau Zakah al-Fitri.
2. Transliterasi 7a’ Marbutah mati dengan “h”
Contoh: dall : Talhah

Jika Ta’ Marbutah diikuti kata sandang “al” dan bacaan kedua kata itu
terpisah maka ta’ marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”
Contoh: 4allda,,  : Raudah al-Jannah
3. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah
terserap menjadi bahasa Indonesia
dclen - ditulis Jama ‘ah
4. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t
aldens : ditulis Ni ‘matullah
Jhdll 38 - ditulis Zakat al-Fitri
D. Vokal
VVokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal
atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.
1. Vokal Tunggal
Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat,

transliterasinya sebagai berikut:

No. | Tanda Nama Huruf Latin Nam
Vokal a
1. Fathah a A
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2. —mmmm 3 mmeen Kasrah I I
3. memem O memen dammah u U
Contoh:
i€ - Kataba «ad— Yazhabu
diu— Su'ila S Zukira
2. Vokal Rangkap atau Diftong

antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan

E.

Vokal Panjang (Maddah)

No Tanda Nama Huruf Nama
Vokal Latin
1. < Fathah dan ya’ ai Adani
2. BT Fathah dan waw au Adanu
Contoh:
s : Kaifa : Haula

Vokal panjang atau maddah yang lambangnya berupa h}arakat dan huruf,

trasliterasinya sebagai berikut:

No | Tanda Nama Latin Nama
Vokal
1. [ Fathah dan alif A a bergaris atas
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2. | & Fathah dan alif A a bergaris atas
layyinah
3. | & Kasrah dan ya’ I i bergaris atas
4. » Dammah dan U u bergaris atas
waw
Contoh;
Ol : TuhibbUuna
Ol . al-Insan
=) : Rama
Jé: Olla
F. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata

dipisahkan dengan Apostrof

Al . ditulis a’antum
i e . ditulis mu’annas
G. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang berupa “al” ( J) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak
di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalalah yang berada di tengah-
tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan. Perhatikan

contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imam al-Bukhariy mengatakan ...
2. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. Masya’ Allah kana wa ma lam yasya’ lam yakun.



4. Billah ‘azza wa jalla

5. Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis al-
Gl Al - ditulis al-Qur’an
6. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf | diganti dengan huruf

Syamsiyah yang mengikutinya.
raxll: ditulis as-Sayyi ‘ah
H. Huruf Ganda (Syaddah atau Tasydid)
Transliterasi Syaddah atau Tasydid dilambangkan dengan huruf yang sama

baik ketika berada di ditengah maupun di akhir.

Contoh:
EVEWA :Muhammad
250 - al-Wudd

. Kata Sandang “J! «
Kata sandang yang diikuti oleh huruf gamariyyah dan huruf syamsiyyah
ditulis dengan menggunakan huruf “l ™.
Contoh:
Ol > al-Qur’an
aaudl : al-Sunnah
J. Huruf Besar/Kapital
Meskipun dalam sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, namun
dalam transliterasi ini disamakan dengan penggunaan bahasa Indonesia yang

berpedoman pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) yakni



penulisan huruf kapital pada awal kalimat, nama diri, setelah kata sandang “al”,

dil.

Contoh:

el Al s al-Imam al-Ghazall
el ) s al-Sab 'u al-Masanl

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan
Arabnya lengkap dan kalau disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau

harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:
A ey . Nasruminallahi
Lasas e &0 : Lillahi al-Amrujamia

K. Huruf Hamzah
Huruf Hamzah ditransliterasikan dengan koma di atas () atau apostrof jika
berada di tengah atau di akhir kata. Tetapi jika hamzah terletak di depan kata,

maka Hamzah hanya ditransliterasikan harakatnya saja.

Contoh:
Ol o sle elos) - inya’ ulim al-Din
L. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi’il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis
terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah

lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang
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dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan

juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh :
OB 5 s sededlh O 5 : wa innallaha lahuwa khair al-razigin
M. Kata Dalam Rangkaian Frase dan Kalimat
1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian
tersebut.
oY s . ditulis syaikh al-Islam atau syaikhul Islam
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MOTTO

“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya
sesudah kesulitan itu ada kemudahan.”

(QS. Al-Insyirah:5-6)
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ABSTRAK

Ismatul Maula, 1120009, Tahun 2025. Pertimbangan Hakim Dalam Pembagian
harta bersama pasca perceraian (Studi Putusan Nomor 1412/Pdt.G/2020/Pa.Kjn,
Putusan Nomor 176/Pdt.G/2021/PTA.Smg, dan Putusan Nomor 770 K/Ag/2021).
Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam
Negeri (UIN) KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Pembimbing: Abdul Aziz,
M.Ag.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur mengenai harta bersama yaitu
seluruh harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung. Dalam pembagian
harta bersama Undang-Undang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk
menentukan peraturan mana yang akan digunakan bisa menggunakan hukum adat,
hukum positif, maupun hukum agama.

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif serta
pendekatan kasus. Menggunakan sumber bahan hukum primer dan sekunder. Bahan
hukum primer berasal dari putusan pengadilan dan undang-undang. Bahan hukum
sekunder berupa jurnal dan bahan hukum penunjang yang relevan dengan topik
penelitian.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hakim dalam menetapkan pembagian harta
bersama mempunyai pertimbangan masing-masing. Pada Putusan Nomor
1412/Pdt.G/2020/PA.Kjn dan Putusan Nomor 770 K/AG/2021 majelis hakim
dalam menetapkan pembagian harta bersama telah sesuai dengan perundang-
undangan yang berlaku yaitu berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974, Kompilasi Hukum Islam, dan KUH Perdata. Sedangkan Putusan Nomor
176/Pdt.G/2021/PTA.Smg dalam penetapannya majelis hakim mengesampingkan
perundang-undangan yang berlaku dan melakukan ijtihad sendiri dalam
penetapannya. Jika melihat dari konsep keadilan, putusan Pengadilan Agama dan
Mahkamah Agung sudah sesuai dengan konsep keadilan karena memberikan
bagian yang sama. Namun, putusan Pengadilan Tinggi Agama belum memenubhi
konsep keadilan karena tidak mempertimbangkan hak dan kewajiban antara suami
dan istri.

Kata Kunci: Pertimbangan Hakim, Harta Bersama, Keadilan.
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ABSTRACT

Ismatul Maula, 1120009, Year 2025. Judges' Considerations in the Division of
Joint Property after Divorce (Study of Decision Number 1412/Pdt.G/2020/Pa.Kjn,
Decision Number 176/Pdt.G/2021/PTA.Smg, and Decision Number 770
K/Ag/2021). Thesis Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, State
Islamic University (UIN) KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Advisor: Abdul
Aziz, M.Ag.

Law Number 1 Year 1974 regulates joint property, namely all assets obtained
during marriage. In the division of joint property, the Law gives freedom to the
parties to determine which rules will be used, which can use customary law, positive
law, or religious law.

This research uses normative juridical research and a case approach. Using
primary and secondary legal sources. Primary legal materials come from court
decisions and laws. Secondary legal materials are journals and supporting legal
materials relevant to the research topic.

The results of this study indicate that judges in determining the division of joint
property have their own considerations. In  decision  number
1412/Pdt.G/2020/PA.Kjn and decision number 770 K/AG/2021, the panel of judges
in determining the division of joint property is in accordance with applicable
legislation, namely based on Law Number 1 of 1974, the Compilation of Islamic
Law, and the Civil Code. Meanwhile, in decision number
176/Pdt.G/2021/PTA.Smg, the panel of judges set aside the applicable legislation
and made their own ijtihad in their determination. When looking at the concept of
justice, the decisions of the Religious Courts and the Supreme Court are in
accordance with the concept of justice because they provide equal shares. However,
the decision of the Religious High Court has not fulfilled the concept of justice
because it does not consider the rights and obligations between husband and wife.

Keywords: Judge's Consideration, Joint Property, Justice.
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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan
perempuan dalam membangun sebuah rumah tangga, keduanya berkomitmen
untuk menjalani setiap dinamika perkawinan bersama, saling mencintai dan
mendukung, serta saling menguatkan ketika berada diposisi terendah. Hal
tersebut tidak akan terjadi jika antar pasangan tidak memiliki hubungan suami
istri yang seimbang. Seimbang dalam arti bahwa masing-masing suami dan
istri sama-sama menjalankan hak dan kewajibannya. Artinya, bahwa
kewajiban pada masing-masing suami istri harus selaras dengan kedudukan
dan fungsinya dalam rumah tangga sebagaimana mestinya. Misalnya,
kontribusi suami mencari nafkah sama besarnya dengan kontribusi istri yang
mengurus kepentingan rumah tangga. Diharapkan dengan kontruksi pikir
tersebut antara suami dan istri dapat saling menghargai dan memberikan

dukungan satu sama lain.*
Dalam perkawinan terdapat kerangka yuridis yang di dalamnya memuat
hak dan kewajiban yang diatur sedemikian rupa agar tujuan perkawinan dapat

dicapai. Perkawinan diatur secara lengkap dalam lembaga hukum yang

1 Moh. Ali Wafa, Hukum Perkawinan Di Indonesia Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam
Dan Hukum Materil (Tangerang Selatan: Yasmi, 2018), 34.



disebut dengan hukum perkawinan. Hukum perkawinan tidak hanya memuat

hak dan kewajiban suami istri, namun memuat beberapa hal



diantaranya keabsahan perkawinan, kedudukan anak, harta benda
perkawinan, dan sebagainya. Harta bersama merupakan salah satu hal yang
kompleks karena selain berkaitan dengan hubungan hukum orang, harta
bersama juga berbicara mengenai perolehan harta, penjagaan, pemanfaatan,
pengalihan, dan masing-masing bagian suami istri setelah terjadinya proses
perceraian.?

Harta bersama adalah harta kekayaan yang diperuntukkan bagi
keperluan keluarga. Harta tersebut memiliki nilai yang berharga karena
memiliki peranan penting dalam menentukan kesejahteraan rumah tangga.
Meskipun harta benda bukanlah sumber utama dari permasalahan keluarga,
harta benda memiliki peranan

penting dalam penopang kesejahteraan rumah tangga® Sejak
dimulainya perkawinan dengan sendirinya akan menyebabkan penggabungan
harta benda suami dan istri yang dikenal dengan harta bersama. Hal tersebut
terjadi apabila kedua pihak tidak mengadakan perjanjian perkawinan
mengenai pemisahan harta. Harta bersama merupakan seluruh kekayaan yang
diperoleh suami istri selama masa perkawinan, sedangkan untuk kekayaan
yang diperoleh sebelum perkawinan berada di bawah penguasaan masing-
masing pihak seperti hadiah dan warisan.* Harta bersama mencakup seluruh

kekayaan yang didapat selama perkawinan baik yang secara perorangan

2 M. Natsir Asnawi, Hukum Harta Bersama (Jakarta: Kencana, 2022), 31

3 Evi Djuniarti, “Hukum Harta Bersama Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang
Perkawinan Dan KUH Perdata” Jurnal Penelitian Hukum De Jure 17, no. 4 (2017), 454-458.

41 Made Arya Dwisana, Made Gde Subha Karma Resen, “Pembuktian Harta Bersama
Dalam Perceraian Perkawinan Campuran Tanpa Perjanjian Kawin di Indonesia” Acta Comitas :
Jurnal Hukum Kenotariatan 05, no. 03 (2021), 566-567.



maupun bersama. Sehingga, ketika suami atau istri membeli aset berharga,
maka aset tersebut akan dianggap sebagai harta bersama terlepas dari siapa
yang mendaftarkannya.®

Harta bersama dapat dibagi ketika berakhirnya sebuah perkawinan, baik
karena cerai hidup, cerai mati atau putusan pengadilan. Pasal 37 UUP nomor
1 tahun 1974 berbunyi “Bila perkawinan putus karena perceraian, harta
bersama diatur menurut hukumnya masing-masing”® Tidak dijelaskan secara
rinci mengenai berapa bagian yang didapat oleh suami atau istri, hanya
disebutkan menurut hukumnya masing-masing. Hal tersebut dapat diartikan
dengan hukum agama, hukum adat, dan hukum lainnya.” Undang-Undang
Perkawinan memberikan kebebasan kepada para pihak untuk menentukan
bagaimana cara pembagian harta bersama sesuai dengan hukum yang
dianutnya selagi cara tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang
berlaku.

Pasal 96 KHI menjelaskan jika cerai mati, maka bagi pasangan yang
masih hidup berhak mendapat setengah bagian dari harta bersama. Sedangkan
Pasal 97 KHI menjelaskan bagi mantan suami dan mantan istri yang cerai
hidup masing-masing berhak mendapat setengah bagian.® Dari pasal tersebut
dapat diambil kesimpulan bahwa mantan suami dan mantan istri, terlepas dari

apakah mereka cerai hidup atau mati, berhak mendapatkan setengah bagian

5 Esti Rohayani, Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian yang Berkeadilan
Pancasila (Yogyakarta: Zahir Publishing, 2021), 99-100.

¢ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

" Penjelasam Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

8 Kompilasi Hukum Islam



dari harta bersama yang diperoleh selama perkawinan, tidak termasuk harta
kekayaan yang didapat sebelum berlangsungnya akad perkawinan.
Pembagian harta bersama perlu dilakukan secara adil tanpa mendiskriminasi
pihak lain yang dapat berujung pada perselisihan. Apabila terjadi perselisihan
mengenai kepemilikan harta bersama maka dapat mengajukan ke Pengadilan
Agama.®

Pengadilan agama memiliki wewenang untuk menyelesaikan masalah
sengketa dalam perkawinan termasuk di dalamnya mengenai harta bersama.
Pengadilan agama harus memastikan bahwa hakim memberikan keputusan
yang adil terhadap sengketa pembagian harta bersama dengan mengikuti
hukum yang berlaku.10 Putusan pengadilan mengenai harta bersama sering
kali bersifat normatif, karena putusannya mengacu pada pasal 97 Kompilasi
Hukum Islam yaitu memberikan bagian yang sama kepada masing-masing
suami istri. Putusan dengan cara demikian dapat diterima, sepanjang fakta
hukum yang diajukan di pengadilan mendukung pembagian harta bersama
diputuskan dengan cara yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
Namun, apabila terungkap fakta hukum lain yang mempunyai akibat hukum
terhadap pembagian harta bersama. Maka pertimbangan hakim menjadi

sangat penting untuk memastikan keadilan dalam pembagian harta bersama

® Maylyndha Marlina Lestari, Fredy Gandi, “Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian
Dalam Prinsip Keadilan,” AJIFL: AL QADHI Journal of Islamic Family Low 8, no. 2 (2024), 114-
116.

10 Esti Rohayani, Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian yang Berkeadilan
Pancasila (Yogyakarta: Zahir Publishing, 2021), 219-220.



yang berarti putusan hakim tidak lagi berpedoman pada peraturan perundang-
undangan.11

Pada kasus pembagian harta bersama dengan pokok perkara
penggugat/suami menggugat bangunan rumah dan toko sebagai harta
bersama yang senilai Rp. 500.000.00,- sedangkan nilai bangunan milik suami
dan istri sebesar Rp. 125.000.000.00,- sisanya milik orang tua penggugat/istri.
Dan pinjaman di Bank sebesar Rp. 125.000.000 untuk membangun rumah
dan toko, namun dari pinjaman tersebut yang penggugat terima hanya sebesar
Rp. 117.000.000 karena adanya penutupan pinjaman sebelumnya untuk
pengambilan pinjaman baru. Di Pengadilan Agama Kajen dengan nomor
perkara 1412/Pdt.G/2020/Pa.Kjn majelis hakim menetapkan bagian harta
bersama penggugat dan tergugat atas bangunan rumah dan toko sebesar Rp.
117.000.000 kemudian membagi harta bersama dengan masing-masing
pihak menerima 1/2 bagian.?> Namun pihak penggugat merasa kurang puas
dengan hasil putusan Pengadilan Agama Kajen dan mengajukan banding ke
Pengadilan Tinggi Agama Semarang dengan nomor perkara
176/Pdt.G/2021/PTA.Smg majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama
Semarang menetapkan bahwa tergugat harus membayar kepada penggugat
berupa torogan/kompensasi atas kontribusi penggugat terhadap bangunan

rumah dan toko sebagai harta bersama sejumlah Rp. 125.000.000.00,-.** Hal

11 Abdul Kodir Alhamdani, “Ijtihad Hakim terhadap Penyelesaian Sengketa Harta
Bersama” Jurnal At-Tatbiq: Jurnal Ahwal al-Syakhsiyyah 06, no. 01 (2021), 73-74.

12 pytusan Nomor 1412/Pdt.G/2020/Pa.Kjn, Diakses Dari Direktori Putusan Mahkamah
Agung Pada Tanggal 25 Juli 2024

13 pytusan Nomor 176/Pdt.g/2021/PTA.Smg, Diakses Dari Direktori Putusan Mahkamah
Agung Pada Tanggal 25 Juli 2024



tersebut berbeda dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku mengenai
harta bersama yaitu UU No 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.
Kemudian pihak tergugat/istri yang merasa dirugikan dengan putusan
tersebut mengajukan kasasi untuk menguatkan Putusan Nomor
1412Pdt.G/2020/Pa.Kjn dan membatalkan Putusan Nomor
176/Pdt.G/2021/PTA.Smg dengan Putusan Nomor 770 K/Ag/2021. Dalam
putusannya majelis hakim menetapkan bahwa yang menjadi harta bersama
ialah sebagian bangunan rumah dan toko sebesar Rp. 84.398.825 nominal
tersebut berasal dari angsuran utang yang sudah dibayarkan ke Bank,
sehingga masing-masing berhak mendapat %2 dari harta bersama.*

Apabila merujuk pada Pasal 97 KHI maka seharusnya masing-masing
mantan suami dan mantan istri berhak mendapatkan 1/2 dari harta bersama.
Namun mengapa majelis hakim dalam memutus pembagian harta bersama
terdapat perbedaan dalam pertimbangannya. Sudah menjadi kewajiban bagi
hakim untuk berlaku adil dalam memutus suatu perkara. Segala putusannya
harus dipertimbangkan dengan baik sesuai dengan aturan yang berlaku.
Terlebih mengenai pembagian harta bersama, majelis hakim harus berlaku
adil tanpa memihak salah satu pihak. Hal inilah yang membuat penulis
melakukan penelitian mengenai sengketa harta bersama degan judul

“Pertimbangan Hakim Dalam Pembagian harta bersama pasca perceraian

14 putusan Nomor 770 K/Ag/2021, Diakses Dari Direktori Putusan Mahkamah Agung
Pada Tanggal 25 Juli 2024



(Studi  Putusan Nomor 1412/Pdt.G/2020/Pa.Kjn, Putusan Nomor

176/Pdt.G/2021/PTA.Smg, dan Putusan Nomor 770 K/Ag/2021)”.

Rumusan Masalah

1.

Mengapa terdapat perbedaan dalam pertimbangan hakim Putusan Nomor
1412/Pdt.G/2020/Pa.Kjn, Putusan Nomor 176/Pdt.G/2021/PTA.Smg
dan Putusan Nomor 770 K/Ag/2021?

Bagaimana Putusan Nomor 1412/Pdt.G/2020/Pa.Kjn, Putusan Nomor
176/Pdt.G/2021/PTA.Smg dan Putusan Nomor 770 K/Ag/2021 dalam

perspektif keadilan?

Tujuan Penelitian

1.

Untuk mengetahui alasan perbedaan pertimbangan hakim dalam Putusan
Nomor 1412/Pdt.G/2020/Pa.Kjn, Putusan Nomor
176/Pdt.G/2021/PTA.Smg dan Putusan Nomor 770 K/Ag/2021.

Untuk menganalisis Putusan Nomor 1412/Pdt.G/2020/Pa.Kjn, Putusan
Nomor 176/Pdt.G/2021/PTA.Smg dan Putusan Nomor 770 K/Ag/2021

dalam perspektif keadilan.

Kegunaan Penelitian

1.

Secara teoritis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan
keilmuan mengenai Hukum Keluarga Islam khususnya mengenai harta

bersama.



2. Secara praktis
Hasil penelitian ini harapannya dapat dijadikan sebagai bahan
pertimbangan bagi penegak hukum untuk menerapkan peraturan

perundang-undangan yang berlaku dalam menyelesaikan suatu perkara.

E. Kerangka Teoritik

1. Konsep pertimbangan hakim
Pertimbangan hakim yaitu alasan atau argumentasi hukum hakim
dalam memutus suatu perkara. Pertimbangan hakim merupakan salah
satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu
putusan hakim yang mengandung keadilan (ex aequo et bono) dan
mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat
bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini
harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan
hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal
dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan

Tinggi/Mahkamah Agung.®
Dalam pengambilan putusan oleh hakim terhadap suatu perkara,
hakim wajib mengelola dan memproses data yang diperoleh selama
persidangan dengan seksama. Sehingga putusan yang dijatuhkan

didasari oleh rasa tanggung jawab, keadilan, dan kebijaksanaan. Hakim

15 Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama (Yogyakarta: Pustaka
Pelajar, 2004), 140
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dalam menjatuhkan putusan harus berdasar pada alasan yang dapat
diterima oleh semua pihak, sehingga nantinya tidak akan menimbulkan
perkara baru. Hakim mengambil sumber hukum secara hierarki dari
hukum tertulis sampai ke hukum tidak tertulis. Hakim pada dasarnya
menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai sumber utama
dalam membentuk hukum. Namun ada kalanya hakim bukan saja
menerapkan hukum yang berlaku melainkan melakukan penciptaan
hukum. 6

Agar putusan mencerminkan keadilan dan kebenaran, maka
pertimbangan hukum harus sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di
persidangan. Pasal 50 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman menentukan bahwa segala putusan pengadilan
selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula
pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan
atau sumber tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.

Pertimbangan hakim dalam menyelesaikan suatu perkara
diharapkan  harus  mempertimbangkan rasa  keadilan  dan
kemanfaaatannya demi menegakkan hukum yang baik. Dalam
mengambil keputusan, hakim harus benar-benar memperhatikan
pertimbangan yang digunakan agar para pihak dapat mengerti kenapa

hakim memutus demikian. Karena putusan hakim harus dapat

16 Jonaedi Efendi, Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Berbasis Nilai-Nilai
Hukum Dan Rasa Keadilan Yang Hidup Dalam Masyarakat (Depok : Prenamedia Group, 2018),
42.
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dipertanggung jawabkan kepada semua pihak, baik pihak yang
berperkara maupun yang tidak berperkara (masyarakat umum).t’
2. Teori Keadilan

Pada dasarnya keadilan yaitu menempatkan segala sesuatu
sebagaimana mestinya dan memastikan bahwa tiap orang menerima apa
yang menjadi haknya. Keadilan tidak berpihak kepada siapapun dan
berani mengatakan apa yang dianggap benar dan salah secara moral.
keadilan bersifat relatif, adil bagi yang satu belum tentu adil bagi yang
lainnya. Keadilan tidak mempunyai arti yang pasti, namun dapat
disamakan dengan kepantasan, kelayakan, atau persamaan perlakuan.*®

Dalam al-Quran surat Sad ayat ke 26 telah dinyatakan bahwa .
(Allah berfirman,)
“Wahai Daud, sesungguhnya Kami menjadikanmu khalifah (penguasa)
di bumi. Maka, berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan hak
dan janganlah mengikuti hawa nafsu karena akan menyesatkan engkau
dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah
akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari
Perhitungan.”*®

Pada ayat ini, Allah Swt memerintahkan kepada para pemimpin
agar dapat menjatuhkan putusan pada suatu perkara dengan baik dan adil.

Para pemimpin hendaklah berpegang teguh pada kebenaran dan tidak

menuruti hawa napsu dalam memutus perkara agar tidak tersesat dari

17 Margono, Asas Keadilan, Kemanfaatan, Dan Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim
(Jakarta: Sinar Grafika, 2019) 120-122.

18 Muhammad Samsuri, “Konsep Keadilan Hukum (Konsep Barat, Konsep Islam, Dan
Konsep Pancasila)” Mamba 'ul Ulum 14, no. 2 (2018), 46 - 48

19 Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya (Jakarta: Lajnah Pentashihan
Mushaf Al-Qur'an, 2019), 661
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jalan yang telah digariskan oleh Allah SWT. Hal ini menunjukkan bahwa
seorang pemimpin harus memiliki sikap bijaksana dengan memisahkan
kepentingan pribadi dan publik.

Keadilan dalam  perspektif al-Quran merupakan upaya
mengembalikan atau meletakkan sesuatu pada tempatnya. Al-Quran
menuntut kepada orang-orang beriman agar bersungguh-sungguh
mengungkap apa yang seharusnya ada dalam lingkungannya melalui
pengamatan, survei, dan penelitian. Hasil yang akurat akan dapat
mengoptimalkan tindakan adil yang akan diambil. Oleh karenanya
menegakkan keadilan adalah harus dilakukan dengan tolong menolong,
tidak boleh atas belas kasihan, permusuhan, kebencian, atau kecintaan
terhadap suatu kaum , dan atas harta kekayaan yang diharapkan. Bahkan
seorang hakimpun dituntut untuk menghukum dengan adil dan
mengeluarkan hukuman yang sama rata diantara sesama manusia.°

3. Konsep Harta Bersama

Semua harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung baik
aktiva maupun pasiva menjadi harta bersama. Harta bersama bukan
hanya mencakup harta-harta yang diperoleh selama perkawinan, hutang
yang timbul demi kepentingan keluarga dan dengan persetujuan bersama
dapat dikatakan sebagai harta bersama. Dalam hal harta bersama, suami

istri memiliki hak yang sama untuk menggunakannya dengan persetujuan

20 Agung Eko Purwana, Keadilan Pendekatan Ekonomi Islam Teori, Maslahah, Dan
Kebijakan (Yogyakarta: STAIN Po PRESS, 2016), 37-42
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masing-masing pihak, terhadap hutang bersama keduanya sama-sama
berkewajiban untuk melunasinya.?

Pada pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dijelaskan
bahwa pembagian harta bersama diatur menurut hukumnya masing-
masing.?? Para pihak dalam menyelesaikan perkara pembagian harta
bersama berhak memilih untuk menggunakan hukum agama, hukum
adat, maupun hukum lainnya. Jika para pihak memilih untuk
menggunakan hukum agama, maka norma agama menjadi patokan dalam
menentukan pembagian harta bersama. Bagi yang beragama Islam
berlaku Kompilasi Hukum Islam khususnya pasal 97 yang mengatur
bahwa masing-masing duda/janda berhak separuh bagian dari harta
bersama. Dan bagi pihak yang memilih hukum adat untuk menyelesaikan
permasalahan harta bersama, dapat merujuk pada hukum adat yang

berlaku di adat setempat.?

F.  Penelitian Yang Relevan

1.

Penelitian skripsi dengan judul “Pertimbangan Hakim Dalam
Memberikan Bagian Harta Bersama Di Luar Ketentuan Peraturan
Perundang-Undangan (Studi Kasus Perkara Nomor
1266/Pdt.G/2014/PA.JS dan Perkara Nomor 0062/Pdt.G/2016/PA.JP)”

yang ditulis oleh Rizka Amalia. Penelitian ini bertujuan untuk

2L M. Natsir Asnawi, Hukum Harta Bersama (Jakarta: Kencana, 2022), 34.
22 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974
23 M. Natsir Asnawi, Hukum Harta Bersama (Jakarta: Kencana, 2022), 82.
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menjelaskan pertimbangan hakim mengenai pembagian harta bersama.
Jenis penelitian yuridis empiris yaitu dengan pendekatan kasus untuk
mengkaji pertimbangan hakim dalam putusannya. Dalam penelitiannya
membahas dua putusan pengadilan agama yang amar putusannya sama-
sama menunjukan bahwa tergugat mendapat bagian yang lebih besar dari
penggugat. Hal tersebut dianggap adil karena majelis hakim
mempertimbangkan besaran kontribusi dalam pengadaan harta bersama.
Karena selama dalam ikatan perkawinan pengadaan harta bersama hanya
diperoleh oleh tergugat, penggugat tidak mempunyai andil dalam
pengadaan harta bersama tersebut. Keadilan dalam hal pembagian harta
bersama harus mempertimbangkan konstribusi atau lainnya dengan cara
melihat sejauhmana keikutsertaan para pihak dalam memperoleh harta
bersama.?* Persamaan penelitian ini yaitu sama-sama membahas
mengenai pertimbangan hakim dalam pembagian harta bersama.
Perbedaannya yaitu penelitian ini fokus pada pertimbangan hakim dalam
pembagian harta bersama untuk duduk perkara yang sama namun
memiliki tiga amar putusan yang berbeda dalam penetapannya.

2. Penelitian skripsi dengan judul “Pembagian Harta Gono-Gini (Harta
Bersama) Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Analisis
Putusan Nomor 115/Pdt.G/2012/PTA.Bdg) ” yang ditulis oleh Arsilliya

Rifda. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pandangan hukum

24 Rizki Amalia, “Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Bagian Harta Bersama Di Luar
Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan (Studi Kasus Perkara Nomor 1266/Pdt.G/2014/PA.JS
dan Perkara Nomor 0062/Pdt.G/2016/PA.JP)”, Skripsi, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2021).
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Islam dan hukum positif terkait pembagian harta bersama. Menggunakan
metode pendekatan hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa pembagian harta bersama dalam pandangan hukum Islam dan
hukum positif telah sesuai pada umumnya dibagi dua sama rata antara
suami istri. Majelis hakim mempertimbangkan bahwa yang menjadi
sengketa harta bersama yaitu bangunan rumah milik suami istri mendapat
campur tangan dari orang tua para pihak dalam pembangunannya.
Kontribusi orang tua tergugat lebih besar sehingga besaran harta bersama
yang diterima tergugat lebih besar daripada penggugat.?® Persamaan
penelitian ini yaitu sama-sama membahas mengenai pertimbangan hakim
dalam pembagian harta bersama. Perbedaannya yaitu penelitian ini fokus
pada pertimbangan hakim dalam pembagian harta bersama untuk duduk
perkara yang sama namun memiliki tiga amar putusan yang berbeda
dalam penetapannya.

3. Penelitian skripsi dengan judul “Pembagian Harta Bersama
(Perbandingan Putusan Mahkamah Agung No. 412 K/AG/2004 dengan
Putusan No. 266 K/AG/2010)” yang ditulis oleh Putri Maya Sari.
Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan perbedaan antara dua putusan
hakim dalam penetapan harta bersama. Menggunakan jenis penelitian
deskriptif analisis dan komparatif. Dari penelitian ini dapat diketahui

bahwa hakim dalam menetapkan putusan pembagian harta bersama telah

% Arsilliya Rifda, “Pembagian Harta Gono-Gini (Harta Bersama) Dalam Perspektif
Hukum Islam Dan Hukum Positif (Analisis Putusan Nomor: 115/Pdt.G/2012/PTA.Bdg), Skripsi
(Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2019).
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berusaha adil dengan mempertimbangkan keadaan para pihak dan usaha
para pihak dalam keluarganya. Suami dan istri berhak mendapatkan
setengah bagian dari harta bersama dengan melihat dari besaran
kontribusi dalam perolehan harta kekayaan dan masing-masing pihak
menjalankan kewajibannya dalam rumah tangga. Kemudian pada
persoalan pembagian harta bersama dengan keadaan suami tidak bekerja
dan istri yang bekerja maka hakim memutuskan bagian harta bersama
istri lebih besar daripada bagian suami.?® Persamaan penelitian ini yaitu
sama-sama membahas mengenai pertimbangan hakim dalam pembagian
harta bersama. Perbedaannya yaitu penelitian ini fokus pada
pertimbangan hakim dalam pembagian harta bersama untuk duduk
perkara yang sama namun memiliki tiga amar putusan yang berbeda
dalam penetapannya.

4. Penelitian skripsi dengan judul “Konsep Keadilan Dalam Pembagian
Harta Bersama Terhadap Istri Bekerja Dan Tidak Bekerja (Studi Putusan
Pengadilan Agama Jakarta Selatan Tahun 2021)” yang ditulis oleh Alwi
Sahroni. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan mengenai putusan
Pengadilan Agama Jakarta terkait pembagian harta bersama dan
pertimbangannya jika dilihat dari konsep keadilan. Menggunakan jenis
penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa

terdapat persamaan kasus perkara putusan pembagian harta bersama bagi

26 Putri Maya Sari, “Pembagian Harta Bersama (Perbandingan Putusan Mahkamah Agung
No. 412 K/AG/2004 dengan Putusan No. 266 K/AG/2010)” Skripsi (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry
Darussalam, 2018).
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istri yang bekerja dan tidak bekerja. Pembagian harta bersama terhadap
istri yang bekerja dan istri tidak bekerja bagiannya sama besar. Hal
tersebut dikarenakan para pihak menjalankan kewajibannya sebagai
sepasang suami istri dan tidak melakukan perbuatan yang dapat
merugikan harta bersama.?’ Persamaan penelitian ini yaitu sama-sama
membahas mengenai pertimbangan hakim dalam pembagian harta
bersama. Perbedaannya yaitu penelitian ini fokus pada pertimbangan
hakim dalam pembagian harta bersama untuk duduk perkara yang sama
namun memiliki tiga amar putusan yang berbeda dalam penetapannya.
5. Penelitian skripsi dengan judul “Analisis Putusan Hakim Dalam Harta
Bersama Menurut Keadilan Distributif Dan Hukum Islam (Studi Kasus
Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Perkara No:
174/Pdt.G/2022/PTA.Smg)”  yang ditulis oleh Cut Intan Alyfya.
Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dasar pertimbangan hakim
dalam penetapan harta bersama. Menggunakan jenis penelitian normatif
empiris. Dalam penelitiannya menunjukkan bahwa majelis hakim
menggunakan contra legem dalam putusannya untuk mencapai keadilan.
Majelis  hakim memberikan bagian harta bersama dengan
mempertimbangkan kontribusi setiap orang. Dalam kasus ini mantan
suami mendapat bagian yang lebih besar dari mantan istri karena mantan

suami telah melakukan perbaikan terhadap objek sengketa yaitu

27 Alwi Sahroni, “Konsep Keadilan Dalam Pembagian Harta Bersama Terhadap Istri
Bekerja Dan Tidak Bekerja (Studi Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Tahun 2021), Skripsi
(Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2023).
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bangunan rumah sejak perceraian mereka.?® Persamaan penelitian ini
yaitu sama-sama membahas mengenai pertimbangan hakim dalam
pembagian harta bersama. Perbedaannya yaitu penelitian ini fokus pada
pertimbangan hakim dalam pembagian harta bersama untuk duduk
perkara yang sama namun memiliki tiga amar putusan yang berbeda
dalam penetapannya.

Berdasarkan literatur di atas belum ada yang membahas mengenai
pertimbangan hakim mengenai pembagian harta bersama yang memiliki amar
putusan berbeda-beda di tingkat pengadilan agama, pengadilan tinggi agama,
dan kasasi dalam duduk perkara yang sama. Maka penulis memfokuskan
penelitiannya pada pertimbangan majelis hakim dalam membagi harta
bersama pada Putusan Nomor 1412/Pdt.G/2020/Pa.Kjn, Putusan Nomor

176/Pdt.G/2021/PTA.Smg dan Putusan Nomor 770 K/Ag/2021.

G. Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu
mengkaji mengenai asas-asas hukum yang terkandung dalam peraturan
perundang-undangan, putusan pengadilan, serta aturan hukum yang

hidup di masyarakat.?® Penelitian ini bertujuan untuk meneliti putusan

28 Cut Intan Alyfya, “Analisis Putusan Hakim Dalam Harta Bersama Menurut Keadilan
Distributif Dan Hukum Islam (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Perkara
no. 174/Pdt.g/2022/Pta/Smg), Skripsi (Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo, 2023).

29 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), 105.
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Putusan ~ Nomor  1412/Pdt.G/2020/Pa.Kjn,  Putusan ~ Nomor
176/Pdt.G/2021/PTA.Smg dan Putusan Nomor 770 K/Ag/2021.
Pendekatan Penelitian
Pendekatan kasus dilakukan dengan mengkaji kasus-kasus yang

relevan dengan isu hukum yang tengah dihadapi. Putusan pengadilan
yang telah berkekuatan hukum tetap digunakan sebagai sumber bahan
hukum dalam pendekatan kasus. Kajian pokok dalam pendekatan ini
ratio decidendi yaitu alasan hukum atau dasar pertimbangan pengadilan
dalam menetapkan suatu putusan. Ratio decidendi dapat ditentukan
dengan mengamati fakta berupa orang, lokasi, waktu, dan hal lain yang
relevan dengan kasus. Hal ini diperlukan karena hakim akan mencari
aturan hukum yang sesuai dengan fakta tersebut. Pendekatan kasus
merujuk pada alasan hukum/dasar pertimbangan hakim bukan pada
diktum putusan pengadilan.*
Sumber Bahan
a. Bahan Primer

1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

3) Kompilasi Hukum Islam

4) Putusan Pengadilan Agama Kajen Nomor

1412/Pdt.G/2020/Pa.Kjn

30 peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta: Kencana, 2024), 136-137.
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5) Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor
176/Pdt.G/2021/PTA.Smg

6) Putusan Mahkamah Agung Nomor 770 K/Ag/2021
b. Bahan Sekunder

Bahan sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku

literatur, jurnal hukum, dan teks-teks hukum yang relevan dengan

topik penelitian.
Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data menggunakan studi dokumen yaitu
mengumpulkan bahan hukum primer dan sekunder tertulis untuk
diidentifikasi dan ditarik kesimpulan dari hasil analisis. Studi dokumen
ini menggunakan peraturan perundang-undangan, ketetapan pengadilan,
teori hukum, dan pendapat para ahli sebagai sebagai bahan kajian.%!
Teknik Analisis Data
Dalam mengelola dan menganalisis data terlebih dahulu

mengumpulkan bahan hukum primer vyaitu peraturan perundang-
undangan dan putusan pengadilan tentang harta bersama serta bahan
hukum sekunder vyaitu literatur penunjang tentang harta bersama.
Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan metode studi pustaka
yaitu mencari, membaca, dan mempelajari bahan hukum primer dan
bahan hukum sekunder mengenai harta bersama. Putusan pengadilan

tersebut dikelompokan berdasarkan fakta hukum, pertimbangan hakim

31 Muhaimin, Metode Penelitian Hukum (Mataram: Mataram University Press, 2020), 48.



21

dan amar putusan. Kemudian dikaji menggunakan pendekatan kasus
untuk memperoleh gambaran atau jawaban terhadap permasalahan yang
menjadi topik penelitian. Semua bahan hukum tersebut dianalisis dengan
metode kualitatif yaitu dengan menafsirkan peraturan perundang-
undangan, putusan hakim, dan literatur tentang harta bersama untuk
menentukan isi dan makna dari suatu peraturan hukum yang digunakan
untuk menyelesaikan masalah penelitian. Analisis ini dilakukan untuk
mendapatkan pemahaman mengenai bagaimana hakim dalam memutus
suatu perkara pembagian harta bersama berdasarkan hukum dan faktor-
faktor yang mempengaruhi putusan tersebut. Setelah dianalisis kemudian
menarik kesimpulan sesuai dengan tujuan penelitian. Kesimpulan harus
didasarkan pada hasil temuan yang diperoleh dari analisis bahan hukum.
Penelitian ini bersifat preskriptif, yang berarti tujuannya untuk
memberikan penilaian mengenai hasil penelitian yang telah dilakukan.
Hal ini dilakukan untuk menentukan apakah peristiwa atau fakta hukum
yang menjadi pokok penelitian telah sesuai dengan norma, asas, atau

prinsip hukum yang berlaku.®2

71-76

32 Muhaimin, Metode Penelitian Hukum (Mataram: Mataram University Press, 2020),
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Sistematika Penulisan

BAB | pendahuluan, berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan
penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teoritik, penelitian relevan, metode
penelitian dan sistematika penelitian.

BAB Il berisi landasan teori tentang konsep pertimbangan hakim, teori
keadilan dan konsep mengenai harta bersama.

BAB Il hasil penelitian berisi duduk perkara putusan, pertimbangan hakim,
dan hasil  Putusan Nomor 1412/Pdt.G/2020.Pa.Kjn, Putusan Nomor
176/Pdt.G/2021/PTA.Smg dan Putusan Nomor 770 K/Ag/2021

BAB IV analisis berisi perbandingan putusan pengadilan dan analisis putusan
dari perspektif keadilan.

BAB V Penutup, berisi simpulan dan saran.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1.

Perbandingan pertimbangan majelis hakim PA Kajen, PTA Semarang
dan Mahkamah Agung yaitu majelis hakim PA Kajen dan majelis hakim
Mahkamah Agung dalam pertimbangannya berpendapat bahwa antara
penggugat dan tergugat melakukan akad kredit di Bank untuk
membangun rumah dan toko yang sebagiannya milik orang tua tergugat.
Pengajuan pinjaman tersebut dengan persetujuan kedua belah pihak
tanpa adanya paksaan, sehingga majelis hakim berpendapat hal tersebut
termasuk utang bersama. Terhadap uang yang digunakan untuk
membangun rumah dan toko maka majelis hakim berpendapat
penggugat dan tergugat memiliki hak atas sebagian rumah dan toko yang
berdiri di atas tanah orang tua tergugat. Pada putusan PTA semarang
majelis hakim berpendapat bahwa apa yang dilakukan penggugat yaitu
melakukan akad kredit di Bank dengan persetujuan teergugat yang
angsuran setiap bulannya dibayar oleh penggugat dengan potongan gaji
setiap bulannya. Kemudian uang tersebut digunakan untuk membangun
rumah dan toko merupakan salah satu bentuk kontribusi penggugat
dalam membangun rumah dan toko terlebih rumah tersebut dikuasai oleh

tergugat dan berdiri di atas tanah orang tua.

101
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2. Pertimbangan majelis hakim Pengadilan Agama Kajen dan majelis
hakim Mahkamah Agung sudah memenuhi rasa keadilan bagi para pihak
dan keadilan yang hidup di masyarakat. Karena majelis hakim dalam
mempertimbangkan perkara tersebut sudah menempatkan sesuatu pada
tempatnya. Dalam hal ini utang yang terjadi selama masa perkawinan
masuk dalam utang bersama. Dan berpendapat bahwa sebagian nilai
bangunan rumah dan toko merupakan milik penggugat dan tergugat
karena mereka ikut membiayai dalam membangun rumah dan toko
tersebut. Kemudian pertimbangan majelis hakim Pengadilan Tinggi
Agama Semarang kurang memenuhi rasa keadilan karena tidak
mempertimbangkan kontribusi para pihak dalam pengadaan harta
bersama dan tidak memperhatikan pelaksanaan hak dan kewajiban para
pihak. Adil sendiri berarti menempatkan sesuatu pada tempatnya,
seorang hakim dalam menetapkan suatu putusan  harus
mempertimbangkan fakta persidangan, dan mencari dasar

3. hukum yang sesuai sehingga dapat merumuskan dasar hukum yang
sesuai dengan fakta persidangan. Hal tersebut mengantarkan pada

keadilan yang dapat diterima oleh semua pihak tanpa terkecuali.

B. Saran
1. Bagi pasangan yang ingin menikah hendaknya membuat perjanjian
perkawinan mengenai harta kekayaan perkawinan, hal tersebut untuk

meminimalisir terjadinya perselisihan jika kedua belah pihak bercerai
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dan ingin membagi harta kekayaan perkawinan. Apabila terjadi
perselisinan dapat diselesaikan secara kekeluargaan terlebih dahulu.
Namun, jika perselisinan terus berlanjut dapat mengajukan kasus ke
Pengadilan Agama.

Bagi majelis hakim diharapkan dalam menetapkan suatu putusan
mengedepankan asas kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum.
Harus lebih mencermati, menggali, dan menafsirkan peraturan
perundang-undangan yang dijadikan sebagai dasar hukum dalam
pengambilan putusan. Hal tersebut bertujuan agar para pihak yang
bersengketa merasa puas dan mendapat keadilan sesuai dengan apa yang

mereka usahakan.
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